
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 44, Tarnbah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3298); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Talrun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara ,/ 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran // 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); / h, 1 
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Jin. Gatot Sub~ol~ ~~- 167. RcihaJKabupaten Muna Provinsi Sultra 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MUNA, 

: a. ba.hwa dalam rangka t.ertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Muna yang 
ber surnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Muna, perlu disusun pedoman pemberiannya: 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman 
Pemberian · Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan .Belarija Daerah Kabupaten Muna; 

! ' : ' 

TENT ANO 
PEDOMAN PEMBER.IAN tllBAll DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGOARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA 

PERATURAN BUPATI MUNA 

NOMOR 39 TAHUN 2013 

BUPATI MUNA 

0 

Mengingat 

OMenimbang 
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Pasa! 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 

. I 

3. Bupati adal.lah Bupati Muna. 
' ' 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH. 

MEMUTUSK.AN: 

0 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahurt 2009 tentang :Keseja.htera.a.n Sbsial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4737); 

14. Peraturan · Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daer ah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
' Pemerintahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjarnan Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

0 
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4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat clinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hale dan kewajiban daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD, adalah Kepala Dinas PPKAD 
Kabupaten Muna selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten 
Muna. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
an ggaran / barang. 

9. Tim Anggaran Perncrintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, 
adalah Tim yang ctibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mernpunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Dinas PPKAD dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPKAD, yang selanjutnya disingkat 
RKA-Dinas PPKAD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas PPKAD 
selaku Bendahara Umurn Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA­ 
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang · berisi 
program, kegiatan clan anggaran SKPD. 

12. Dokumeu Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKAD, yang selanjutnya 
disingkat DPA-Dinas PPKAD merupakan dokumen pelaksanaan 
anggaran Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA­ 
SKPD, merupakan dokumen yang rnemuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 
kcpada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan 
Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara 
spesifik telah diteta.pkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang berrujuan untuk 
m enunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. ~ 

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
Pernerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

16. Resiko Sosial adalah kejaclian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelornpok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 
krisis ekonomi, krisis politik, fenom.ena aJ.am dan bencana alam yang jika 
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan sernakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, 
adalah naskah pcrjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan fan Belanja Daerah antara Pernerintah Daerah dengan 
penerima hibah. 

. .. . 



' 

Hibah dapat diberikan kcpada: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Perusahaan Daerah; 
d. masyarakat; dan/atau 
e. Or ganisa,ii Kemasyarakatan, 

Pasal 5 

Pasal 4 
( 1) Pemerintah vaerah dapat memberikan Hi bah sesuai kemampuan 

Kcuangan Daerah. 
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. 
(3) Pemberian Hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

mcnunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah 
Dacrah dengan mernperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 
d2.11 manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 
kriteria paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang­ 
undangan; 

c. tidak dipergunakan untuk biaya operasional;dan 
d. rnemenuhi persyaratan penerima Hibah. 

0 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 
IDB AH 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, 
ataujasa. 

[2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa 
uang atau barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 adalah Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang berpedoman 
pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersendiri. 

0 

Pasal 3 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. 

BABll 
RUANG LINGKUP 

• l ·- • 

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga negara Repu blik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam 
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
termasuk organisasi nonpemerintahan yang bersifat nasional dibentuk 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



Pasal 8 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daecah lainnya, Perusahaan Daerah, 

masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan 
usulan/pennohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Kepala SKPD terkait . sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikarf hasil · · evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati 
melalui T APD'. I , 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keu angan Daerah. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

0 

Pasal 7 
( 1) Hi bah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 

diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki susunan kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan 

keputusan berkaitan dengan susunan kepengurusan dimaksud; dan 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna yang 

d.ibuktikan dengan surat keterangan Camat setempat. 
(2} Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana d.imaksud dalam 

Pasal 6 ayat (5) d.iberikan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muna sekurang-kurangnya 
3 (tige] tahun; 

b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Muna yang dibuktikan 
dengan surat keterangan Camat setempat; dan 

c. memiliki sekretariat tetap. 

0 
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Pasal 6 
(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah 
nonkernenterian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Muna. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b d.iberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
wilayah Kabupaten Muna sebagaimana diamanatkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3} Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c dibe .Ikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka 
penerusan Hibah yang d.iterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam 
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, 
adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional. 

(5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf -e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-uridangan, termasuk 

r-; 

didalamnya badan/lembaga/organisasi swasta. 

( 

/ ( 
/ 
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Pasal 14 
(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau 

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
' I ' 

das:ar penyaluran dan pcrwerahan. Hi bah. , 
d ! p 

Pasal 13 
(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 

bersama oleh Bupat.i dan penerima Hibah. 
(2) NPHD sebagaimana ·dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. tujuan pemberian Hibah; 
c. besaran dan rincian penggunaan Hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah. 

(3) Penandatanganan NPHD untuk Hibah berupa uang d.itandatangani oleh 
Kepala Dinas PPKAD dan Hibah berupa barang dan jasa ditandatangani 
oleh Kepala SKPD pengelola Hibah atas nama Bupati. 

0 
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Pasal 12 
( 1) Pelaksanaan - nggaran Hi bah berupa uang berdasarkan atas DPA-Dinas 

PPKAD. 
(2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas 

DPA-SKPD. ,... 

· Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 11 
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
Hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Dinas PPKAD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam 
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang dan jasa 
berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja 
Hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 

' 

Pasal 9 
(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjacli dasar 
pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mellputi anggaran Hlbah b~rupa.,uMg, ba.rartg, dart} a.MU ja.§a. 

Pasal 10 
(1) Hibah berupa uang dicantum.kan dalam RKA-Dinas PPKAD. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-Dinas PPKAD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. 

•l 



Pasal 19 
(1} Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas 

penggunaan Hibah yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan Hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah 

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan 

Perundang-undangan bagi. penerima Hibah berupa uang atau salinan 
bukti serah terima barang/jasa bagi. penerima Hibah berupa 
barang/jasa. " 

' . (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
dana Hibah diterima. atau ditentukan lain dalam NPHD. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

Pasal 18 
Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi: 
a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah beru pa uang atau bukti serah 

terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa. 

Pasa! 17 
( 1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada 

Dinas PPK'.AD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan 
pada SKPD terkait. 

Ba~n Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 16 
(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD diketahui Kepala SKPD 
terkait. 

(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait. 

Pasal 15 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud · 
dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penyaluran dan penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada 
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS). 

' ./ . ~ . \ 

0 

u 

/ 

/ ,, 
/ 
' 



. -....- -· .•. ~.-..-~-- .... -- ~ ia:a-··-~---~- 

Pasal 24 
(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; 
d. sesuai tujuan penggunaan. 

Pasal 23 
(1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

meliputi: 
a. individu , keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat 

yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis 
sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat 
memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 
dan/ atau masyara.kat dari kernungkinan terjadinya Resiko Sosial. 

(2) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial 
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak 
dapat direncanakan sebelurnnya. 

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, 
alarnat penerima dan besamya pada saat penyusunan APBD. 

(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat dircncanakan sebelurnnya sebagaim.ana 
climaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko 
Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang 
lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan. 

{5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat clirencanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi 
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (3). 

0 

Pasal 22 
Pernerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
BANTUAN SOSIAL 

Pasal 21 
Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran darr-diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporari keuangan 

· Pemerintah Daerah. 

Pasal 20 
( 1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 

Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah 

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. 

' / ' . ~ 
/ 



Pasal 26 
(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang cliterima langsung 

oleh penerima Bantuan Sosial. 
(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 
beasiswa bagi anak miskin, yaya.san pengelola yatim piatu, nelayan 
mi skin, masyarakat lanjut usia, tcrlantar, cacat berat dan tunjangan 
kcsehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

Pasal 25 
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf 

a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagairnana d.imaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarak.at yang mengalarni masalah sosial mempunyai daya, sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d 
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 24 
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegi.atan yang 
clilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 
huruf f merupakan scrangkaian upaya yang clitujukan untuk rehabilitasi. 

0 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
bahwa Bantuan Sosial hanya cliberikan kepada calon penerima yang 
ditujukan untuk melindungi. dari kemungkinan Resiko Sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) huruf b meliputi: 
a. merniliki identitas yang jelas dibuktikan dengan fotokopi KTP atau 

surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat; 
b. berdomisili -ialam wilayah Kabupaten Muna. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terns menerus sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c d.iartikan bahwa pemberian Bantuan 
Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun 
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kcmiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 

/ 

/ 
/ 
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Pasal 30 
(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja Bantuan SosiaJ, obyek belanja Bantuan Sosial, dan rincian obyek 
belanja Bantuan Sosial pada PPKD. 

(2) Obyek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. individu dan/ atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga nonpemerintahan. 

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan keda.lam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam 
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan 
rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada 
pih ak ketiga/ rnasyara kat pada SKPD. 

0 
sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 29 
(1) Bantuan Sosial beru pa uang dicantumkan dalam RKA-Dinas PPKAD. 
(2) Bantuan Sosial berupa barang clicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-Dinas PPKAD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) n.enjadi dasar penganggaran Rantuan Sosial dalam APBD 

Pasal 28 
( 1) Rekomendasi · Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjacli dasar 
pencantum~ alokasi ang~aran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA 
dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggaran Bantu an Sosial berupa uang dan/ atau barang. 

Bagian l(edua 
Penpnggaran 

Pasal 27 
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/permohonan 

tertulis kepada Bupati. 
(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi 

usulan/permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupari 
melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan · pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keu angan Daerah. 0 

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) 
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 
bantuan kendaraan operasional untuk Sekolah Luar Biasa Swasta dan 
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, 
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, bantuan 
temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

... ··~·-- -~·-·· .. ---- ....... ---- 



Pasal 35 
(1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja 

Bantuan Sosial pada Dinas PPKAD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan 
kegiatan pada SKPD terkait. ,... 

(3). Dinas PPKAD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial .'kepada 
ind.ividu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat tanggal 5 Januari 
tahun anggaran beriku tnya, 

(4) Rekapitulasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) memuat nama 
penerima, alamat dan be saran Bantuan Sosial yang diterima oleh 
masing-masing iridividu dan/ atau keluarga. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungfawaban 

Pasal 34 
(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan 

penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati rnelalui Kepala Dinas PPKAD 
dengan diketahui Kepala SKPD terkait. 

(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan 
penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait. 

Pasal 33 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang­ 
u ndangan. 

. 
' ,, 
( 

Pasal 32 
(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan 

Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial clidasarkan pada daftar 
penerirna Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), kecuali Bantu an Sosial kepada 
individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 

(3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada · individu dan/ atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan permintaan tertulis dari individu 
dan/ atau keluarga yang bersangkutan a tau surat keterangan dari Kepala 
Dinas PPKAD serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi 
oleh SKPD terkait, ' 

(4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). 

(5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada peneri.ma Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilerigkapi dengan kuitansi bukti 
penerimaan uang Bantuan SosiaJ. 

0 

i, 
Ii' ,, Pasal 31 

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan DPA­ 
Dinas PPKAD. 

(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan DPA· 
SKPD. 

' 

Baglan Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

. , . , 



Pasal 39 
Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
Pemerin tah Daerah. 

Pasal 38 
( 1) Realisasi Bantu an Sosial dicantumkan pada laporan keuangan 

pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belurn diserahkan kepada penerima 

Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan 
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

Pasal 37 
(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil 

atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial; 
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan 

Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan 

Perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang 
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan 
Sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lam.bat tanggal 10 Januari 
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan 
Peru ndang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh pencrima Bantuan Sosial selaku obyek 
pemeriksaan. 

0 

Pa•al 36 
( 1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial 

meliputi: 
a. usulan/pennintaan dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat 

keterangan dari Kepala Dinas PPKAD untuk penerima Bantuan 
Sosial berupa uang dan surat keterangan dari Kepala SKPD terkait 
untuk penerima Bantuan Sosial berupa barang yang ditujukan 
kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan 
Sosial; 

c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan 
bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan 
usulan; dan ,..._ 

d. bukti transfer /penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial 
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian 
Bantuan Sosial berupa barang yang diketahui Kepala Desa/Lurah. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu clan atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

.l' 
/ 
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)- 
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Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' 
· Agar sctiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer ah Kabupaten Muna. 

Pasal 42 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 41 
(1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah 

atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah 
disetujui, penerima Hibah atau Bantu an Sosial yang bersangkutan dapat 
dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pcri.ngatan tertulis, pcnundaan/penghentian pencairan/penyaluran 
belanja Hibah atau Bantuan Sosial yang diberikan secara bertahap 
sesu ai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 0 

BAB VI 
SANKS I 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 40 
( 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial. 
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

',../ 



Ura tan Pemda 
Pendaoa ta.fl 
Pendapatan Asli Derah 
Pende.patan pajak daerah 100<. 

Pendapatan retribusi daerah xxx 

Hasil pengelolaan kekayaan xxx 
daerah yang dipisahkan 

Lain-lain PAD yang sah xxx 
Jumlah Pcndapatan Asli xxx 
Daerah 
Dana transfer xx:x 
Lain-lain pcndapatan yang xxx 
sah 
Jumlah pendapatan xxx 
Belania 
Belanja operas: xxx 
Belanja pegawai xxx 
Belanja barang xxx 
Bunga xxx 
Su bsid i xxx 

>-- 
Hi bah xxx 
Bantuan sosial xxx 
Be)anja modal xxx 

" 
' 

Jumlah belania xxx 
Surplus/ defisit xxx 
Pernbiayaan daerah xxx 
Penerimaan 2embiayaan xxx 
~eluaran pernbiayaan xxx 

Pem bi~yaan neto xxx 
Sisn lcbih pernbiayaan tahun xxx 
bcrkcnaan (SILPA) 

~--- 

· Uraian 
.. 

No. .... -~~~n- 1..---,..,.,..._ '-----~-""'---- ............... -- .-~ 
1. Pendaoatan 
2. Peridapatan Asli Daerah 
3. Pendapatan pajak xxx 

daerah 
4. Pendapatan retribusi xxx 

daerah 
5. Hasil pengelolaan xxx 

kekayaan daerah yang 
dioisahkan 

c 6. Lain-lain PAD vanz sah xxx 
7. Jumlah Pendapatan Asli xxx 

Daerah 
8. Dana oerimbanzan xxx 
9. Lain-lain pendapatan xxx 

vanz sah 
10. Jumlah pendapatan xxx 
11. Belania 
12. Belanja Tidak Langsung xxx 

12. l Belanja Pegawai xxx 
12.2 Sunga xx:x 
12.3 Subsidi xxx 
12.4 Hi bah xxx 
12.5 Bantuan Sosial xxx 
13. Belanja Langsung xxx 

Belanja pegawai xxx 
Belanja barang dan jasa xxx 
l. Hibah barang/jasa 

yang diserahkan 
kepada pihak 
ketiga/masyarakat xx 

-, 2. Hibah barang/jasa 
J yang diserahkan 

kepada pihak 
ketiga/ masyarakat xx 

3. Barang/jasa sclain 
yang dimaksud poin 
1 dan 2 · xx 

Belania modal xx .. 
14. Jurnlah belania xxx 
15. Surplus/ defisit xxx 
16. Pembiavaan daerah 
17. Penerimaan oembiavaan xxx 
'8. Pengeluaran xxx 

~ oembiavaan 
19. Pembiavaan neto xxx 
20. Sisa lebih pernbiayaan xxx 

tahun berkenaan 
(S!LPA) 

I. Format Konversi dan Pengungkapan Wbah Berupa Barang dan/atau Jaaa serta 
Bantuan Sos.ial Bempa Barang 

LAMP IRAN 
PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 3[} TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA 



Jumlah Uang, 
Barang, Jasa*) Jumlah Basil 

No. Nama Alamat Yang Evaluasi 
Diusulkan SKPD 

1. 
2. 
3. 

dst. "" 
' 

Jumlah Keseluruhan ...... 

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) 

TAHUN ANGGARAN 20 . 

Inspektur Kab. Muna 
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Muna 

Tembusan: 
1. Kepala Bappeda Kab. Muna 
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 

NIP. 

Kepala SKPD, 

Demikian disampaikan , atas perkerian dan perhatiarinya diucapkan terima kasih. 

0 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Nomor ...... Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muna, karni telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan hibah/bantuan 
sosial*) dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program 
dan kegiatan Pemerintah Kab. Muna, maka bcrdasarkan hasil evaluasi tersebut disampaikan 
sebagai berikut: 
1. Masyarakat/ organisasi kemas, Maka tan/ anggota/kelompok rnasyarakat"] sebagaimana 

yang tertera dalam lampiran rekomendasi ini memenuhi syarat untuk ctipertimbangkan 
dalam pemberian hibah/bantuan sosial*) dari Pernerintah Kabupaten Muna Tahun 
Anggaran 20 .... 

2. Pennohonan/proposal dan daftar narna calon penerima hibah/bantuan sosial*) kami 
canturnkan secara terlampir. 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

Yth. Ketua TAPD Kab. Muna 
c.q Bidang Anggaran Dinas PPKAD 
Kah. Muna 

l [satu) halaman 
Rekomendasi 

Rana, 20 . 

., ·/ 
"'/ 

/

: . it. Format Rekomendasl rubah/Bantuan Soslal*) 

KOP SURAT SKPD 



0 

Tembu san: 
1. Inspektur Kab. Muna 
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupatcn Muna 

NIP. 

Sekretaris Daerah Kab. Muna 
selaku Ketu a TAPD, 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muna, serta memperhatikan rekomendasi dan basil evaluasi permohonan 

" hibah/bantuan sosial") dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan yang 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah clan mempertimbangkan · prioritas 
pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 
Sebagai bahan pertirnbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan daftar calon penerima 
hibah/bantuan sosial*) untuk masing-rnasing SKPD. 

qemikian kami sampaikan, atas perkenan clan persetujuan dari Bapak diucapkan terima 
kasih. 

1 (satu) halaman 
Hasil Pertimbangan Permohonan 
Hibah/Bantuan Sosial*) Tahun 20 ... 

KOP SURAT SKPD 

m. Format Hasil Pertimbangan TAPD tentang Wbah/Bantuan Sosial*) 

... '~ 

Rah.a, 20 . 

Yth. Bupati Muna Nomor 
Lampiran 
Hal 



Kepala Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kab Muna 

NIP. 

Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 

NIP. 
NIP. 

Kepala Bappeda Kab. Muna 

Sckretaris Daerah Kab. Muna, 
selaku Ketua TAPD 

Tim TAPD 

Nama 

No. Lengkap Alam.at Basil Pertimbangan Nam a Calon Permohonan Evaluasi 
Penerlma Lengkap SKPD TAPD SKPD 

1. 
2. 
3. 

Dst. 
Jumlah - 

DAFTAR CALON PENERIMA BIBAB/BANTUAB SOSIAL*) 
HASIL PERTIMBANGAN TAPD TAHUN ANGOARAN 20 ...... 

- .... ,' 

... 1 

Raha, 20 . 

./ 



u 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Tingkat II di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daer ah; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pernerintah , Pemerintahan Daerah 
Propinsi da.. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pcdoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber cl::iri Anggaran Pcridapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat 

0 
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah 
beserta besaran hibah dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah 
Uang/Barang/Jasa"') Tahun Anggaran 20 . 

Menimbang 

BUPATI MUNA, 

TAHUN ANOO.AR.AN 20 . 

TENTANG , 
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG/BARANG/JASA*) 

BUPATI MUNA 
KEPUTUSAN BUPATI MUNA 

/ 
·' 

){/, Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Daltar Penerima Hlbah 
,/ 

./ 7·· 

.. 

TAHUN 20 ...... NOMOR 



..,:,,, .. I~·•-- 

" 

Ternbusan: 
1. Gubernur Sulawesi Tenggara 
2. Ketua DPRD Kab. Muna 
3. Inspektur Kab. Muna 
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 
5. Kepala SKPD terkait"] 
6. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Muna 
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Muna 

BUPATI MUNA, 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 20 ..... 

0 
KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Memberikan hibah berupa uang/barang/jasa*) dari Pemerintah 
Kabupaten Muna kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah 
lainnya/ Perusahaan Dacrah/ masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan *) 
Tahun Anggaran 20....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini; 

Kepada penerima hibah berupa uang"] sebagairnana dimaksud Diktum 
Kesatu wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati 
Muna melalui Dinas PPKAD Kab. Muna dengan tembusan SKPD terkait 
atau menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa*) 
kepada Bupati Muna melalui SKPD terkait; 
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna 
Tahun 20 ..... ; 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Menetapkan 
QKESATU 

MEMUTUSKAN: 

, 
.--/ -·~.- 

)' 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Uruaan Pemerintah Daereh Kabupaten Muna.t - 

" 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor .... Tahun 20 .... , tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 
Anggaran 20 ..... ; 

12. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20 ....... , tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 
Anggaran 20 ..... ; 

13. Peraturan Bupati Muna Nomor .... Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna. 

;-/ 
;::: .;' .. 

,_,,­ 
,' ,' , 

., 



0 

No. Nama Alamat Jumlah 
1 1 2 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

dst. 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI IUBAH YANG DITERIMA 

/ 

.. ... 



0 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Tingkat II di Sulawesi; " 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintarian Daerah 
sebagaimaria telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir: dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Mente;i, Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

' tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersurnber dari Anggaran Peridapatan dan Belanja Oaerah; 

Mengingat 

BUPATI MUNA, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perat:uran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial 
dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
APED dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APED; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Penerima Bantuan 
Sosial Uang/Barang*) Tahu n Anggar an 20 ....... 

Menimbang 

TENT ANG 
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG/BARANG*) 

TAHUN ANGGARAN 20 . 

TAIWN 20 ...... NOMOR 

KEPUTUSANBUPATIMUNA 

BUPATI MUNA 

,,-r/. 

V. Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial 

',, ... · ...... 

- - -- . - ,,,_ _.. - ....._ ..... -~· ......... _ - 
---- --- -- 

·~-,.- ,,-~----~-·-·· 
/ -' . 

' 



' Tembusan: 
1. Gubernur Sulawesi Tenggara 
2. Ketua DPRD Kab. Muna 
3. Inspektur Kah. Muna 
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 
5. Kepala SKPD terkait*J 
6. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Muna 
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kah. Muna 

_______ ,..__ 

BUPATI MUNAt 

Ditetapkan di Raha 
pada t.anggal 20 ..... 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Mernberikan bantuan sosial berupa uang/barang*) dari Pemerintah 
Kabupaten Muna kepada anggota/kelompok masyarakat*J Tahun 
Anggaran 20 ....... sebagaimana tercantum dalam. Lam.piran Keputusan ini; 
Kepada penerima bantuan sosial berupa uang*) sebagaimana dimaksud 
Diktum Kesatu wajib menyarnpaikan laporan penggunaan bantuan sosial 
kepada Bupati Muna melalui Dinas PPKAD Kah. Muna dengan tembusan 
SK.PD terkait atau menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial 
berupa barang*) kepada Bupati Muna melalui SK.PD terkait; 
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Kabupaten Muna 
Tahun 20 ..... ; 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
clikemudian hari terdapat kckeliruan dalarn Keputusan ini akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Menetapkan 
• KESATU 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20 , tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 
Anggaran 20 ; 

12. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 20 , tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 
Anggaran 20 ..... ; 

J 3, Pera tu ran Bu pn+i Muna Nomor .. .. Ta.hun 2013 ten tan" Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna. 

. . 



' 

' L • - - • j • • --- - -- 

' 

0 

3 2 
Jurnlab Alamat No. Nam a 

1 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

dst. 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA 

r 



- - - ____._ - - - - • - - - • - - • - - • • ___..... ... - ..a... -·· -- • ' • ~ = 

O Oasar pelaksanaan hibah ini adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahur-1 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Oaerah. sebagaimana telah diubah oeberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Mem:eri Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantu an Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantu an Sosial yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

6. Peraturan Oaerah Kabupaten Muna Nomor Tahun .... ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Mun.a Tahun . 

! 

Pasal 1 
DASAR IIUKUM 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya d.isebut ?ARA PIHAK yang bertindakdalam 
jabatan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa PIHAK KESATU dengan ini 
menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima 
hibah dari PIHAK KESATU berupa yang diatur dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut: 

II.. :. , , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
................. , yang berkedudukan di ,selaku Penerima Hibah, yang selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEOUA. 

I.. .dalam ha1 mi bertindak untuk dan atas 
nama yang berkedudukan di Jalan......... selaku Pemberi Hibah, yang 

,..... 
selanjutnya disebut scbagai PIHAK KESATU. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Raha, yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

NOMOR : . 
NOMOR : . 

TENTANG 
PEMBERIAN HIBAH 

......•............................ 

NASKAH r~RJANJIAN mBAH DAERAH (NPHD) 
ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
DEN GAN 

VI. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 



· Pasal 4 
(1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 
(2) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan hibah dari PIHAK KEDUA berupa 

laporan realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan serta laporan 
pertanggungjawaban lainya yang terkait dengan penggunaan hibah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas penggunaan hibah yang 
digunakan oleh PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun melalui Inspektorat 
Kabupaten Muna, lembaga auditor internal pernerintah lainnya ataupun oleh Kantor 
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Muna sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pemeriksaan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. 

(5) Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap PIHAK yang terbukti 
melakukan penyirnpangan sehingga merugikan ' keuangan negara/ daerah hams 
mernpertanggug jawabkan sesuai dcngan ~etentu,an hukum yang berlaku. 

RAK PARA PIHAK 

. 
Pemberian hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana d.imaksud ayat 
(1) dibebankan pada APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 .... melalui Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PPKAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 ..... 

(3) 

0 
' 

~----'- ----·--------------------------'- -----------------' 

Jumlah total 

1. 
2. 
3. 
4. 

Jumlah Uraian No. 

Pasal 3 
(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang/barang, jasa*) 

sejumlah melalui APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 sesuai 
dengan Keputusan Bupati Muna Nomor tanggal 20 ten tang Penetapan Daftar 
Penerima Hi bah Tahun Anggaran 20 . 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut dipergunakan untuk 
............................ Tahun 20 , dengan rincian sebagai berikut: 

BESARAN HIBAH 

TUJUAN PEMBER.IAN\ HIBAH 

Pasal 2 
Tujuan pemberian hibah kepada ini adalah untuk .. 

7. Peraturan Bupati Muna Nomor .... Tahun ...... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran ...... 

8. Peraturan Bupati Muna Nomor ....... Tahun 2013 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Eeraumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muna; 

--· ------- ~ (, 

. .,.. , 



(2) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU hasil kegiatan dalam rangka 
menunjang pelaksanaan program kegiatan Tahun 20 selambat- 
lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan 
tersebut selesai, melalui Dinas PPKAD Kabupaten Muna dengan tembitsan kepada 
lnspektorat Kabupaten Muna dan SKPD tcrkait. 

(3) PIHAK KEDUA sebelum memohon pemberian hibah berikutnya wajib menyampaikan 
laporan penggunaan hibah sebelumnya, sesuai Peraturan Bupati Muna Nomor ..... Tahun 
J.O 13 tentang Pcdornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah Kabupaten Muna. 

TATA CARA PELAPORAN HIBAH 

Pasal 7 
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada 

PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

TATA CARA PENYALURAN HIBAH 

Pasal 6 
( 1) Penyaluran hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan 

Pemerintah Ka bu paten Muna dan kebutuhan program kegiatan 
.............................. Tahun 20 ..... dengan mengacu kepada Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. , 

(2) Apabila penyaluran hibah dilaksanakan secara bertahap, maka untuk penyaluran tahap 
berikutnya dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah 
tahap sebelumnya kepada PIHAK KESATU melalui Dinas PPKAD Kabupaten Muna 
dengan ternbusan kepada Inspektorat Kabupaten Muna. 

0 

KEWAJIBAN PARA PDIAK 

Pasal 5 
(1} PIHAK KESATU menyalurkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1), setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pemberian hibah. PIHAK 
KEDUA wajib mengelola hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU untuk digunakan 
dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan program 
kegiatan Tahun 20 . 

(2) PIHAK KEDUA wajib menye'cnggarakan penatausahaan penggunaan hibah yang telah 
diterima dari PIHAK KESATU secara tertib, efesien, efektif, ekonomis, transparan dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk 
rakyat serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PIHAK KEDUA 
menjamin bahwa kegiatan yang tercantum dalam rencana penggunaan hibah PIHAK 
KEDUA tidak terjadi duplikasi antara rencana penggunaan hibah yang bersumber dari 
APBD dengan hibah yang bersumber dari APBN. 

(3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan hibah tersebut untuk kegiatan 
a pa pun yang tidak terkait dengan pelaksanaan program kegiatan 
.................................... Tahun 20 ... 

(4) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan hibah dan 
bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai yang telah 
ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan hibah. Q (5) PIHA_K KEDUA wajib menunjukkan dan mernberikan seluruh data, bahan dan dokumen 
serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh PIHAK KESATU dalam rangka 
pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA. 

(6) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian 
hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang 
disampaikan sebagai dasar pernberian hibah tersebut. 

'I.' j I 

I ' 



,.... 

.'l'"aterai 6000 0 
PIHAKKEDUA PIHAK KESATU 

PENUTUP 
Pasal 11 

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai 
cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 
20 ... harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan 
diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah ini. 

0(1) 

LAIN-LAIN 

Pasal 10 

,.... 
(1) Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak 

dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka PARA PIHAK sepakat akan 
menyelesaikan secara musyawarah. 

(2) Apabila upaya penyelesaian eecara musyawa.rah eebagairnana dtmaksud pada ayat ( 1) 
tidak dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 
Rah a. 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 9 

SANKS I 

Pasal 8 
Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
maka PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada melaporkan kepada 
instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

•p,,-••u--)!111i'Clll,._l~Atet¥(ft/Wta&a~•1',-blt•~-•,4,.. 



<natna lengkap> 

Penerima hibah, 0 
<nama iempai, tanggal, bulan, tahun> 

Dernikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta 
tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 

disetujui. 
3. Bersedia diaudit sec~a independen sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

. " 4. Bertanggungjawab sepenuhnya secara · hukum atas kebenaran seluruh substansi 
dokumen yang dijadikan sebagai berkas proposal/permohonan hibah. 

5. Apabila d.ikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga 
kemudian menimbulkan kerugia.n negara, maka saya bersedia menerima sa.nksi · sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

Akan menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah 
Q 

2. 

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi 
dan akuntabilitas penggunaan hibah: 
1. Bertanggungjawab mutlak dan penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan 

hibah yang diterima. 

Nam.a 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama 
Alr.rnat 
Nomor KTP 
Telepon/HP /Fa:x.. 
E-Mail 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

PAK.TA INTEGRITAS 

Lam bang 
[Nama Lembaga/Organ.isasi Penerima Hibah] 

VII. Format Pakta Integrltas Penggunaan Wbah 

,. 
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<nama lengkap> 

Penerima bantuan sosial. 

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun> 

Demikian pernyataan ini dibuat dcngan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta 
tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi 
dan akuntabilitas penggunaan bantuan sosial: 
1. Bertanggungjawab mutlak dan penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan 

bantuan sosial yang diterima. 
2. Akan menggunakan bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang 

telah disetujui. 
3. Berseclia cliaudit secara independen sesu ai Peraturan Perundang-undangan. 
4. Bertanggungjawab sepenuhnya secara hukum atas kebenaran seluruh substansi 

dokumen yang clijadikan sebagai berkas proposal/permohonan bantuan. 
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga 

kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya berseclia menerima sanksi sesuai 
dcngan Peratura.n Perundang-undangan yang berlaku. 

. ···························'-························· 

Nama 
Alamat 
Nomor KTP 
Telepon/HP 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

PAKTA INTEGRITAS 

IX. Format Pakta Integritas Penggunaan Bantuan Sosial 



0 

Keterangan: 
Jika hibah berupa barang atau jasa laporari penggunaan ditujukari kepada Bupati Muna 
melalui Kepala SKPD terkaii. 

NIP. 

Penerima hibah, 
\ 

Mengetahui, 
Kepala SK:PD terkait*) 

'-' Dernikian kami sampaikan , atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Sehubungan dengan adanya pernberian bantuan hibah berupa uang dari Pemerintah 
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 .... kepada kami, maka bersama ini kami sampaikan 
laporan penggunaan hibah climaksud sebagai berikut: 
I. Besarnya hi bah yang diterima : Rp . 
II. Rincian penggunaan hibah 1. 

2. 
3. dst (sesuai NPHDJ 

Laporan Penggunaan Hibah 

<nama tempat, tanggal, bulan; tahun> 

Yth. Bupati Muna 
c.q Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

X. Format Laporan Pengunaan Hibah Berupa Uang 

Lam.bang 
[Nama Lembaga/Organisasi Penerima Hibah] 
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Keterangan: 
Jika bantuan sosial berupa barang laporari penggunaan diiujukari kepada Bupaii Muna melalui 
Kepala SKPD terkait. 

NIP. 

Penerima bantuan sosial, Mengetahui, 
Kepala SKPD terkait*) 

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. 

dari Pemerintah 
kami sampaikan 

Sehubungan dengan adanya pemberian bantuan sosial berupa uang 
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 .... kepada kami, maka bersama ini 
laporan penggunaan bantuar .. sosial dirnaksud sebagai berikut: 
I. Besarnya bantuan yang diterima: Rp . 
II. Rincian penggunaan bantuan : 1. 

2. 
3. dst 

Laporan Penggunaan Bantuan 
Sosial 

Yth. Bupati Muna 
c.q Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun> 

XI. Format Laporan Pengunaan Bantuan Sosial Berupa Uang 

' )r 
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<nama lenqkap> 

Penerima hibah, 

<nama tempat, tanggal; bu.Zan, tahun> 
' 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Dengan ini, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah yang 
kami terima yang bersumber dari APED Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 ...... sesuai 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah kami buat. 
Bukti-bukti atas penggunaan hibah tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan audit secara independen sesuai Peraturan 
Perundang-undangan oleh pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Alam at 
Bcrtindak untuk dan atas nama 
Alam at 
Nomor KTP 
Telepon/HP /Fax 
E-Mail 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama . 

SURAT PERNYATI -~ TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH 

Lam bang 
[Narna Lembaga/Organisasi Penerima Hibah] 

XII. Format Surat Pemyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah 

"""'" . t, 
-( 

I 



f<AD 

<nama lengkap> 

Penerima bantuan sosial, 

<nama tempat, tanggal, bulon, tahun> 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Dengan ini, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan 
sosial yang kami terima yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20 .... 
Bukti-bukti transaksi atas penggunaan bantuan tersebut karni simpan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan audit secara independen sesuai 
Peraturan Perundang-undangan oleh pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Bertindak untuk dan atas nama 
Alamat 
Nomor KTP 
Telepon/HP 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Narna . 
Alamat . 

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAD PENGGUNAAN BANTtJAN SOSIAL 

XIlI. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial 


